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DEWAN PEfWAKILAN RAKYAT DAKMAH TINGKAT II
KABUPATIN BANYUMASY

monotapkan Peraturan paorah nobagal borikut:

PERAT URAN DAERAH Kabupatun Banyumas bontang mongubanh untuk portaus kald
"poraturan paorah Kabupabon Banyuuwans tontang Pembatasan

Polaouran',
Pasnl I.

Peraturan Dacrah Kabupaton Banyuwas tontang pembatasan polacuran
tanggal 16 Pobruari 1962, dimuat dalam Lombaran Duerah Jawa=Tengah gerl C
tahun 1972 nomor 61, diubah sebagai borikut:

A. Pasal 1 huruf a, kata "siapapun" dibaca "orang".
kata "orang" dibelakang kata "baik" dan "maupun" di-

hapus .

Be Pasal 1 huruf d, diubah seluruhnya menjadi:
d. muncikari ialah orang atau badan yang uwengusahakan
tempat pelacuran dan atau menycdiakan pelacur,

C. Pasal 1 huruf £y, diubah geluruhnya menjadi;
f. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepalas Daerah Ka-
bupaten Banyumas. .

D. Pasal 2 diubah seluruhnya menjadi:
Pasal 2.

JDalam Daerah Kabupaten Banyumas dilarang mengusahakan tempat pc-
lacurun diluar lingkungan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah,

E. Pasal 3 diubah gebagai berikut:
1. padﬁ'ayat (2) didepan kata "berikut" ditambah kata "seba-
- gail,
2. pada ayat (3) a, didepan kata "asrama'" ditambah kata-kata
- "rumagh~runah penduduk",

5. pada ayat (2) b, dibelakang kata "diusahakannya" ditambah
kata-kata "diberi tanda lampu-merah atau tanda khusus lain-
nya dan",

i« pada ayat (3) dibelakang kata "sub" ditambah tal,

F. Pasal || diubah sebagai berikut:

1. pada ayat (lj), kata-kata "penghuni atau penunpang tempat
pelacuran tersebut dalam ayat (1) pasal ini" dihapus,
kata-kata "Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Gotong Royong"
dibaca "Bupati Kepala Daerah',

2. ayat (7) diubah seluruhnya menjadi:

(7)¢ Jika alasan penutupan tempat pelacuran dimaksud dalan
ayat (1) pasal ini sudah tidak ada lagi, maka atas
permohonan muncikari, Bupati Kepala Daerah dapat men-
cabut perintah penutupan yang telah dikeluarkan.

G. Pasal 5 diubah seluruhnya menjadi;

Pasal 5,

Semua orang dilarang mengunjungi tempat pelacuran
: yang telah di-
tutup, kecuali mereks yang tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini,

H. Pasal 6 diubah peluruhnya menjadi:
Pasal 6.

Muncikari dan penghuni tempat pelacuran ng t
larang menerina tamu polacur, JERE S ERNoR s

I. Pasal 7 diubah soluruhnys wenjadi:

Pasal 17,

181&h:¥ang dikecualikan dari ketentuan pasal 5 Poraturan Dacrah ini
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a. anggota koluarga sedaral

b, para potugas yang datang karona dan un

rerintah.

o, orang-oranyg laln yang bu

Pasal 10 diubah sobagal bon

- 2 =

1 davd ponghunl, sampal dora)at kedun,

bk monJjalankan tugao, atau
kan karona tujuan diuakowl pasal 1 huruf o,
lkut;

1. pada ayat (1) dibolakang kata "tahun" ditambah kata-knta
"dan tildak momilikl gurat Kotorangan yang woenunjukkan baha
wa yang borgangkulan adalah polaour",

2. rada ayat (L)), kata "porompuan" dibolakang kata "pelacur"

dihapus,

bunyi:

3. ditawbah dua ayat baru, yaitu ayat (5) dan (6) ysng bor=-

(5). Pelacur ponghunl tidak dibonarkan moningpgalkan tome

pat tanpa

1jin munoikard, keocuall kalau bormaksud

pindah tempat atau komball komasyarakat,

(6). Dalam hal

pela s pindah kobempat laln, muncikari

dan pelacur yang boergangkubtan wa)Jib molaporkan Ko-

pada Dusa

abtau Canatbt .

Ke Pasal 11 diuwbah dan ditambah menjadi.:
Pada ayat (1) kata "perompuan'" dihapus,
sesudash kata "puolacur" ditambah kata "penghuni"
pada ayat (2) diubsh dan ditawbah, wonjadi:
(2) ¢ Muncikari dan pelacur dilarang:

Q.
b,
Ce

moneriua tamu antara jam 23.00 - 18.00,
menyed iakan minuman koras,

menyelenggarakan perjudian,

meneriua tamu yang membawa senjata api atau
senjata tajam,

meneriua tamu pada walam mnenjolang hari-
hari besar,

nenerima tamu yang berdasarkan peraturan
yang berlaku dilarang wemasukil tompat.
tempat pelacuran.

cikari dilarang:

rienerima pelacur dari luar daerah Kabupa=
ten Banyumas tanpa i1jin Bupati Kepala Dac=
rah;

nelakukan tindakan peumerasan atau tindakan
lain yang wmerugikan pelacur,

nenmpe rsulit /uenghalang-halangi pelacur yang
be rmaksud kembali Kemasyarakat .

L. Pasal 15 diubah dan ditambah menjadi:

¢

Pasal 15,

(1). Yang diserahi juga pekerjaan mengusut pelanggaran=-pelanggaran
Peraturan Daerah ini ialah petugas atau team khusus yang diben-

tuk oleh Bupati Kepal
Instansi lainnya.

a Daerah dari unsur Peunerintah Daerah dan

(2). Kepada pstugas pengusut diberikan tanda pengonal atau Surat

Perintah.

(3). Dalan nenjalankan tugasnya, para pejabat diuaksud pada ayat (1)
- pasal ini, berhak menasuki ruangan=-ruangan tompat pelacuran.
(4). Para petugas wajib mengusahakan agar para pelacur dapat kombalil

menjadi anggota masya

rakat yang baik.

(5). Muncikari wajib wmemberikan keterangan dan bantuan yang diperlu-
kan kepada pejabat dimaksud ayat (1) pasal ini,
(6). Muncikari berhak menanyakan Surat Perintah atau tanda pengenal

pejabat dinaksud ayat

(1) pasal ini, yang datang ketoumpatnya.

(7). Dalan hal ternyata pejabat dimaksud ayat (1) pasal ini tidak
dapat menunjukkan tanda pengonal atau ketorangan lainnya, mun=-
- cikari berhak menolaknya.
(8). Munoikari berkewajitan melaporkan kepada Bupati Kopala Dacrah
apabila terjadi ponyalah-gunaan wowonang oloh pejabat dinaksud

ayat (1) pasal ini.

M. Pasal 16 angka "6 (enawu)" dibelukang kats sclama-lamanya dibaoa "3

(tiga)"
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Pasal 11,

Peratumn Daerah ini mnlal berlaku seojak dlundangkan,

\.“\\ /,ri“'"‘ VHrruknyuu, 2% Januard 1975,
{7 A RN :/,‘ Petan raakllan Rakyabt Daerah
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